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ABSTRAK

Islam mengajarkan untuk mengangkat harkat dan bwtrtananusia.
Dengan majunya tekhnologi, maka Islam dengan ajaramenjaga umatnya agar
hidup tentram dan merdeka dalam memanfaatkan tédin&ehingga saat ini
berkembang juga kejahatan pencemaran nama baikadengemanfaatkan
tekhnologi. Oleh sebab itu dalam kasus pencemasamarbaik tersebut sangat
merugikan korban, karena harkat dan martabatnyiarjsdk. Berdasarkan latar
belakang tersebut, bagaimana penegakan hukum sgrtkadus pencemaran nama
baik?

Penelitian ini adalah kepustakaan atau disebutljogary research,yaitu
penggunaan data-data literatur yang berkaitan demg@ma pencemaran nama
baik dengan memanfaatkan tekhnologi Informasi. Bleaién yang digunakan
adalah pendekatamormatf, yaitu menganalisa data dengan menggunakan
pendekatan melalui dalil atau kaidah hukum Islanmgyanenjadi pedoman
perilaku manusia. Setelah data terkumpul, lalu diitaduksi, disajikan dan
diverifikasi, lalu dianalisis secara deskriptik hiila dengan proses berpikir
deduktif dan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bapesama, dikatakan
bahwa Islam sangat mendukung kebebasan dalam memmtieanf tekhnologi
informasi, namun tetap pada jalur yang sudah diketa al-Qur'an dan Hadis.
Bukan kebebasan yang kebablasan. Pengesahan Ubin&siodan Transaksi
Elektronik merupakan kepanjangan tangan Hukum Isl&minya apa yang
dilarang dalam Pasal 27 ayat 3 UU Informasi damJaksi ELektronik adalah hal
yang baik untuk mencegah semakin semaraknya penaenmeama baik di
masyarakat; kedua, larangan dalam Pasal 27 ayapa dikatakan tindak pidana,
karena melihat dampaknya dapat merusak agama, nyketarunan dan
sebagainya. Adapun sanksinya menurut kepastiannmugiam seperti apa yang
telah ditetapkan dalam UU Informasi dan TransalsktEonik yang tertuang
dalam Pasal 45 ayat 1 bahwa hukuman bagi pelaldakirpidananya dapat
diancam dengan hukuman penjara paling lama 6 tdaordenda 1 milyar rupiah,
Sedangkan penegakan hukum tindak pidana pencemanaa baik dan sanksinya
dalam pandangan hukum Islam digiyaskan dengan &aahberbagai macam
tindak pidana, bisa dihukum dengan hukumgazaf (menuduhzina), berita
bohong Sesuai dengan Al-Qur’an yaitu surat anrNwyat 11. Dengan demikian
kepastian hukum dalam hukum Islam terhadap pelakiak pidana pencemaran
nama baik dapat dikenakan hukuman penjara seurdup litau hukuman mati
dan sanksi moral yakni tidak diterima kesaksiansgamur hidup. Serta tetap
dengan mengedepankan asas-asas hukum dan keaditabhgradab.
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Skrips ini dalam penulisan transliterasi arab-l&@mpedoman kepada Surat
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kepigtath dan Kebudayaan

R.I' (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/ u /7)98

A. Lambang Konsonan

{ alif tidak dilambangkan | tidak dilambangkan
o ba’ b be
) Ta’ t te
& sa 8 es (dengan titik di
atas)
z jim j je
c ha’ h ha (dengan titik di
bawah)
¢ kha’ kh ka dan ha
s dal d de
3 zal z 7 (dengan titik di
atas)
3 ra’ r er
3 zai z zet
» sin s es
& syim sy es dan ye
P sad s es (dengan titik di
bawah)
5 dad d de (dengan titik di
bawah)
b ta t te (dengan titik di
bawah)
b Za’ z zet (dengan titik di

Xi



bawah)

¢ ‘ain koma terbalik di atas
¢ gha g ge

%) fa’ f ef

é qaf q qi

A kaf k ka

J lam 1 el/ al

. mim m em

R nun n en

3 waw w w
| ha’ ha

A hamzah apostrof
@ ya’ y ye

B. Lambang Vokal
1. Syaddah atau tasydid
Tanda syaddah atawusydid dalam bahasa Arab, dilambangkan
menjadi huruf ganda atau rangkap, yaitu huruf yaamga dengan huruf

yang diberi tandaasydid. Contoh:

35 knza ditulis muta’addidah
L ditulis rabbana
)

2. Ta’ Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun, rdakhs (h):
1o ditulis hikmah
ditulis Jizyah

L
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(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yasglah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalatategainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandan@l™ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengah.

el 5 ditulis karamah al-auliya’

c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakatfathah, kasrah dan
d}ammah ditulis (t):

Jadlials”; ditulis zakat al-fitri atau zakatul fitri

3. Vokal pendek (Tunggal)

fathah ditulis a
_______ kasrah ditulis i
— dammah ditulis u
4. Vokal Panjang (maddah)
1. | Fathah + alif ditulis a (dengan garis di atas)
lalo ditulis Jjahiliyyah
2. | fathah + ya’ mati ditulis a (dengan garis di atas)
5 ditulis tansa
3. | kasrah + ya’ mati ditulis i (dengan garis di atas)
a5 ditulis karim
4. | Dammah + waw mati | ditulis u (dengan garis di bawah)
o ditulis furud
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5. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya beruangan

antara harakat dan huruf, transliterasinya sebzaydut:

1 | Fathah + ya’ mati ditulis ai
<. ditulis bainakum
2 | Fathah + wawu mati ditulis au
Js ditulis qaul
6. Hamzah

Sebagimana dinyatakan di depan, hamzah ditrarasliken dengan
apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yergtak di tengah dan
akhir kata, namun apabila terletak di awal katakan&amzah tidak

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab bemigaContoh:

V‘:ﬁ ditulis a’antum
sl ditulis u’iddat
i Sa ditulis la’in syakartum

7. Kata Sandang Alif + Lam
a. Kata sandang yang diikuti oleh huru§amariyyah disesuaikan
transliterasinya dengan aturan yang digariskanegad dan sesuai pula
dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyaaAupun gomariyah,
maka kata sandang ditulis terpisah dari kata yaeggmhkutinya dan

dihubungkan dengan tanda (-). Contoh:

o7 ) ditulis al-qur’an
ol ditulis al-hadis
| ditulis al-qiyas
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b. Kata sandang yang diikuti huridyamsiyyahditulis sesuai dengan
bunyinya yaitu hurufl (el)-nya diganti huruf yang sama dengan huruf

yang langsung mengikuti kata sandang. Contoh:

UK ditulis as-sama’

: ) ditulis asy-syams

8. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Pada dasarnya setiap kata, b#ik, ism maupunh}uruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusy@adangan huruf Arab
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Karede lauruf Arab atau
harakat yang dihilangkan, maka dalam translitenaisipenyusunan kata
tersebut bisa dirangkaikan juga bisa terpisah denkgata lain yang

mengikutinya. Contoh:

oAl s ditulis zawi al-furud

2l ol ditulis ahl as-sunnah

Bagi mereka yang menginginkan kafasihan dalam bagedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak t&pkan dengan ilmu

tajwid,
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan untuk mengangkat harkat dan batrtmanusia. Dalam
hukum Islam dijumpai istilaldinayah yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh
syara’ karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiaatah keturunan, dan akal
(intelegent): Pemerintah turut mengatur hal tersebut, sebagaint@rcantum
dalam pasal 27 ayat 3 UU No.11 Tahun 2008 tentafagrhasi Dan Transaksi
Elektronik menyebutkan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa haklistebusikan dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesmfgamasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muagaenghinaan dan/atau
pencemaran nama bdik.

Pada zaman sekarang ini internet memudahkan informan transaksi
elektronik di seluruh dunia. Kejahatan pencemaraaman baik dengan
memanfaatkan teknologi informasi seperti internetullk mencemarkan nama
baik seseorang, golongan tertentu, atau badanedamalya tertentu, dan lain-lain.

Sehingga korban pencemaran sangat dirugikan. tS&psus yang sedang marak

diberitakan dibeberapa di surat kabar dan teleyatu Prita mulyasari dengan

! Makhrus MunajatDekonstruksi hukum Pidana IslgfYiogyakarta: Logung Pustaka, 2004),
him. 2.
% Pasal 3



Rumah Sakit OMNI Internasional. Prita dijatuhi holan denda dua ratu empat
juta rupiah (Rp. 204.000.000,-) oleh Pengadilarg@iBanter®

Banyak faktor yang melatarbelakangi kejahatan peacan nama baik,
diantaranya karena adanya unsur ketidaksenangapuataasa iri hati melihat
orang lain mendapat keberuntungan, kesuksesan,neemman dan sebagainya.
Atau karena takut adanya persaingan yang dapat haergat perjalanan
karirnya, sehingga ia berusaha membuat citra btexiiadap orang lain dengan
mencemarkan nama baik orang lain.

Sehingga tindakan seperti ini sangat merugikan Ipaga korban pelaku
tindakan pencemaran nama baik, apa yang ditudukiq@adanya mengakibatkan
citra, nama baik, tercemar di mata masyarakat. Hddaidak terbukti
kebenaranya.

Ajaran Islam juga melarang menyebarkan berita kédamr seseorang atau
golongan tertentu walaupun itu terbukgh{bah). Apalagi menyebarkan berita
yang tidak terbukti kebenaranyfr{ah).

Islam muncul sebagai agama yang menyeru umat naanuguk berbuat
kebaikan, kebenaran, dan senangtiasa meningga#iaarigkaran. Oleh sebab itu
Islam sebagai agama monoteisme juga merupakan agamdis, Islam
senantiasa mengkostruksikan kerangka nilai dan adertentu pada umatnya,

supaya selalu berprilaku berdasarkan pada tataratuwkum yang disepakati.

® http://news.okezone.com akses 25 Desember 2009



Tata aturan hukum dalam Islam tersebut adalah keterketentuan hukum yang
didapat dari al-Qur'an dan Hadis yang disebut der&ar’i.

Secara umum, tujuasyar’i dalam mensyari’atkan hukum-hukumnya adalah
untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjagbutuahan pokok
(daruri) bagi manusia, pemenuhan kebutuhan-kebutumegiyya) dan kebaikan-
kebaikan manusidghsiniyya). Sehingga terwujudnya kemaslahatan marfusia.

Pada tujuan akhirnya, target yang ingin di capai lgerbagai aturan tersebut
adalah terciptanya tatanan kehidupan yang berl@adaman, dan tenteram
sesuai dengan konsamaqgasid asy-syari'ahOleh karena itu dalam Islam terdapat
berbagai aturan hukum yang mengatur seluruh aspkiddpan berupa sanksi
tegas yang merupakan salah satu langkah represif mraventif dalam
mewujudkan tujuan syari'at tersebut.

Dengan adanya sanksi yang tegas bagi pelangga’ sifaarapkan seseorang
tidak mudah dan tidak seenaknya berbuat jarimahrapdéa diterapkannya
ancaman dan hukum bagi pelaku jarimah tersebutaladdémi terwujudnya
kemaslahatan umat. Dengan demikian, tujuan hukdamliglitegakkan untuk
melindungi lima hal yang disebut dengaraslahah daruri,yaitu din (untuk
perlindungan terhadap agamadfs (jiwa), nasl Keturunan),’aql (akal), darmal

(Harta benda)

4 Abdul Wahhab Khallafiimu Ushul Figh (Semarang : Dina Utama, 1994) him. 310.
® Makhrus MunajatDeskontruksi Hukum Pidana Islafim. 5.
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Maksud dari ayat diatas, Allah SWT mengharamkabuymgan yang keji baik
yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbwiiaa, melanggar hak
asasi manusia tanpa alasan yang benar. Islam jaggajarkan untuk melindungi
harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yaegemdahkan harkat dan
martabat manusia, maupun sebagai anggota masy&eakatdilarang oleh Allah
SWT/

Dari permasalahan yang kompleks tersebut penyuseirasa gelisah dan
menimbulkan girah ilmiah peranan konsep hukum Istdatam kontribusinya
memberantas pencemaran nama baik di Indonesiaintewa pandangan hukum
Islam saat ini terhadap penyelesaian kasus penaamaama baik tersebut.
Padahal Indonesia adalah Negara yang berpendudybkritaa muslim, dan

tersebar di dunia. Hukum Islam seharusnya bisaadesplusi alternatif.

. Pokok Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, upany menemukan
rumusan masalah, yaitu bagaimana penegakan hukbad#p kasus pencemaran

nama baik?

® Al-A'raf (7): 33
"H. Zainuddin Ali,Hukum Pidana Islam(Jakarta: Sinar Grafika, 2007), him 60.



C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

a) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi persamedan perbedaan
antara hukum Islam dan UU RI No.11 Tahun 2008 teptaformasi dan
Transaksi Elektronik dalam kasus pencemaran narka ba

b) Untuk memberikan solusi alternatif terhadap pemitesan pencemaran
nama baik ditinjau dari perpektif hukum Islam.

2. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangemikiran bagi

khazanah pemikiran dalam hukum Islam khususnyand@amberikan solusi

alternatif bagi bangsa Indonesia dalam pemberamfaesacemaran nama baik.

Sehingga harkat dan martabat masyarakat Indoresfagd.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendalamadaph masalah
tersebut, penyusun berusaha melakukan penelitibadap literatur yang relevan
terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian.in§gh mendapatkan
referensi tepat yang berkaitan dengan penelitian in

Berdasarkan pengamatan penyusun sampai saat lunn laela karya ilmiah,
skripsi, ataupun buku-buku dari berbagai disiplmu yang membahas khusus
tentang tinjauan hukum Islam terhadap pencemanana taik pada UU Rl No.11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekiravieskipun demikian, ada



beberapa buku dan karya ilmiah secara substansieyailiki pembahasan yang
menyinggung masalah pencemaran nama baik.

Beberapa penelitian terkait UU No.11 tahun 2008&atey Informasi dan
Transaksi Elektronik yang ditemukan di antarankapsi karya saudara Hidayat
Lubis yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada
UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tr&ssaElektronik”.
Didalamnya diuraikan pandangan hukum Islam tentaiigria cyberporn pada
UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransBkeitronik. Dalam skripsi
tersebut tidak menyinggung pencemaran nama bagk, &tapi lebih menjelaskan
cyberporn merupakan jenis kejahatan kesusilaan pdidaNo. 11 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik..

Skripsi karya Tithuk Rindi Astuti yang berjuduTihjauan Hukum Pidana
Islam Terhadap Alat Bukti Penyadapan Pasal 5 UUldloTahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronikripsi tersebut menguraikan kedudukan dan
kekuatan alat bukti sadap dalam pasal 5 UU No.HLid2008 Tentang Informasi
Dan Transaksi Elektronik menurut Hukum Pidana Islakripsi tersebut tidak
menyinggung pencemaran nama baik.

Skripsi karya saudara Elis Nurbayanti yang berjutiftudi Komparatif
Antara Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana HKo3ientang Delik
Menuduh Zina Dan Sanksirdydidalamnya diuraikan pengertian delik menuduh

zina (aaf), syarat-syarat serta rukun-rukunya, pembuktiaan dsanksi.



Dijelaskan disana bahwa menuduh zina dikategoriedam delik yang merusak
nama baik (delik penghinaan), merusak kesopanarkesusilaan serta termasuk
perbuatan fithah karena tuduhan zina yang dimakisgdi adalah tuduhan yang
terbukti kebenarannya. Dalam skripsi tersebut bedijelaskan secara lebih rinci
tentang pencemaran nama baik, tetapi hanya mda@tétkan pada kajian tentang
menuduh zina.

Skripsi karya Arifin yang berjudulPencemaran Nama Baik Menurut Hukum
Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positimenjelaskan tentang peraturan
pencemaran nama baik, proses pembuktian pencemanzen baik. Dalam skripsi
tersebut belum dijelaskan secara lebih rinci tem@elik pencemaran nama baik
pada UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Bamsaksi Elektronik.

Ada lagi buku karya Ibnu Tamiyah beserta Imam Suyam Imam Syaukani
yang berjudul Ghibalt, yang telah diterjemahkan oleh Abu Azzam. Didatgen
dijelaskan definisi ghibah, beberapa jenis ghildalga keharusan untuk menjaga
diri dari berbuat ghibah. Namun buku ini hanya meagan definisi ghibah yang
merupakan salah satu bentuk tindakan pencemaraa baik, tidak menjelaskan
secara keseluruhan bentuk-bentuk yang lain.

Dengan demikian pembahasan mengenai tijauan huklam terhadap delik
pencemaran nama baik pada UU RI No. 11 tentangnhafs dan Transaksi

Elektronik belum ada yang meneliti. Maka untukp&nulis kerjakan.



E. Kerangka Teoritik

Dalam mengatasi kejahatan, syari’at Islam sejakl aelah memberikan
beberapa sikap tegeRertama,mendidik individu agar menjadi sumber kebaikan
bagi masyarakat dan jama’akedug agar tercipta keadilan bagi jama’ah atas
dasar jalinan agidah dan sosial maupun keadilagatenon-muslim atas dasar
hubungan sosiaKetiga tujuan akhir dari setiap perbuatan dan penguratang
hukum didalam syara’ adalah untuk kemaslahatan umiDemgan demikian
penerapan suatu hukum Islam tentunya harus sesngad tujuan-tujuan syari’at
tersebut yang dinamakan dengan istifegasid asy-syarah.

Tujuan umum syariat Islam adalah mewujudkan kerhatd® manusia
dengan menjamin hal-hal yandaruri (kebutuhan pokok) bagi mereka,
Pemenuharhijjiyah (kebutuhan-kebutuhan) mereka daasiniyah (kebaikan-
kebaikan merekd).

Menurut al-Ghazali bahwa tujuan hukum Islama@aid asy-syarah)
adalah:

1. Hifz an-nafs (hak untuk hidup), yaitu setiap manusia memihlak untuk
hidup dan nyaman tanpa ada gangguan. Sehingga dnéejaajiban setiap
individu untuk selalu menjaga dirinya agar bisa upidbahagia. Tidak
diperbolehkan satu sama lain saling membunuh kameeabunuh berarti

menghilangkan hak hidup seseorang.

8 Abdul Wahhab Khallafjimu Ushul Figh (Semarang : Dina Utama, 1994) him. 310



2. Hifz al-‘agl (hak untuk berfikir sehat), artinya setiap oranghb& untuk bisa
menggunakan pikiranya dengan sehat, tidak dipdnkale sesaeorang
merusak akal pikiran orang lain dengan cara mergaltiran secara tidak
sehat. Wajib bagi setiap orang untuk menjaga akalmagar tidak
terkontaminasi oleh pikiran-pikiran yang tidak seha

3. Hifz al-mall (hak untuk memiliki harta/properti), yaitu setiappog berhak
memiliki dan menikmati hartanya secara maksimdaKidiperbolehkan orang
mengganggu dan mencuri harta orang lain yang buiekmya. Sehingga
wajib bagi setiap orang untuk menjaga harta dapegtmya dari gangguan
orang lain dengan cara tidak memberikan kesempatcuri bagi pencuri
misalnya.

4. Hifz an-nasab (hak berketurunan), artinya bahwa setiap orang akerh
memiliki keturunan, reproduksi, dan hidup bahagiashma keluarga. Tidak
diperbolehkan orang lain mengganggu ataupun menoasab orang lain,
sehingga wajib bagi setiap orang untuk menjagaukeut dan kehormatan
keturunan dan keluarganya.

5. Hifz ad-din(hak beragama), yaitu hak untuk menjalankan agaoara baik
dan sesuai dengan syari'at Islam. Tidak diperb@ehkorang lain
mengganggu agama orang lain, sehingga wajib batgaps®rang untuk

menjaga agamanya agar tidak dinodai dan dirusdkavkng lain.
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Yusuf Qardhawi mengumamakan, bahwa Islam menjabarkeatan setiap
orang dari perkataan yang tidak disukainya yanghdikan ketika dia tidak ada,
meskipun perkataan itu berfabJntuk itu Syari'at Islam menentukan hukuman
tersendiri dalam rangka menciptakan keterentamdimittu dan masyarakat serta
mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbukerngian terhadap
anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan, jiv@ta maupun
kehormatart? Maka selayaknya dalam hidup ini, nama baik danokehtan
orang lain mesti dijunjung serta dihormati, bukaanmyenodainya.

Dalam firman Allah SWT yang lain juga memerintahkariuk berbuat adil
dan kebaikan dalam menegakkan hukumNya dan melanangsia berbuat keji

dan jahat;

M0y SE WSa

Abdul Halim Mahmud, dalam bukunya Mérajut Benang Ukhuwah
Islamiyalf, menekankan untuk bersikap menahan diri dari meanakan aib
saudaranya seiman. Beliau menubatkan beberapaangkhyrus dipegang dalam
menjaga hubungan kepada sesama, yaitu:

a. Hak untuk tidak disebut aib-aibnya dengan lisan

b. Hak untuk tidak disebut aib-aibnya dengan hati.

® Yusuf QardhawiHalal dan Haramalih bahasa Abu Sa'id al-Farabi dan Aunur Rafiq
Shaleh Hamid ( Jakarta: Rabbani Pers, 2000), hi2. 3

1% Ahmad HanafiAsas-asas Hukum Pidana Islgdakarta: Bulan Bintang, 1967), him. 255

' An-Nahl (16): 90
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c. Hak untuk tidak didebat.
d. Hak untuk tidak disebar luaskan rahasiatfya.

Disamping itu dalam upaya penertiban dalam hidupbsyarakat diketahui
adanaya norma yang menjadi pedoman untuk mengagatastingkah manusia.
Norma ini bertujuan untuk menjamin dan memelihagpdntingan-kepentingan
setiap orang. Di antara norma yang ada yaitu nokewsusilaan. Norma ini
merupakan peratuaran-peratura berisi anjuran ubéwkuat baik tidak berbuat
kejahatan yang merugikan orang lain. Misalnya, ktit@rsikap iri hati, tidak
membenci, tidak menfitnah dan sebagaitiya.

Dalam karyanya, llham Bisri menjelaskan bahwa dakamidupan manusia
ada perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakuékein manusia karena
bertentangan dengan:

a. Hak asasi manusia
b. Kepentiangan masyarakat umum atau kepentingan sosia
c. Kepentingan pemerintah dan Neg&fa.

Pada poin pertama dijelaskan bahwa Hak Asasi Man(l3AM) adalah

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan &sden manusia sebagai

makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anud&rahyang wajib

12 Abdul Halim Mahmud,Merajut Benang Ukhuwah IslamiyafSolo : Era Inter media,
2000), him. 92-93.

13 Hassanuddin DKKPengantar llmu Hukum(Jakarta : PT Pustaka Al-Husna Baru, 2004),
him.15.

14 |lham Bisri, Sistem Hukum Indonesia Prinsip-prinsip dan ImpletasirHukum di
Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 4m.
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dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh regg hukum, pemerintah dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungamharartabat®

Dalam Teori Status Warga Negara, dijumpai salalungat Teori yang
dinamakan Status Positif. Teori ini adalah yanglsalidambakan orang, artinya
sebagai warga Negara, semua orang berhak mempsesehtu yang positif dari
organisasi Negara, dalam hal ini terutama yanguienhgan dengan kemakmuran
dan kesejahteraan. Negara tidak boleh pasif melainkarus secara positif
“memberi” sesuatu, dan tidak membiarkan rakyat roangs dirinya sendiri
dalam hal kesejahteraan dan kemakmuiiberélismedanetatismé.*®

Dengan demikian sudah jelas dan dapat dipahamiwdaNegara juga
mempunyai peran dan kewajiban untuk memberikanasesyang positif bagi
setiap warganya dengan memberikan perlindunganciptean keamanan demi
kemakmuran, kesejahteraan bangsanya. Termasukadnmmga melindungi setiap

harkat martabat serta kehormatan manusia.

F. Hipotesis
Hipotesis adalah dugaan awal peneliti terhadaplii@neyang perlu untuk di
uji dan teliti.

Dugaan awal peneliti terhadap penelitian ini ankairasebagai berikut:

> Ibid, him. 40
6 padmo Wahjono)ndonesia Negara Berdasarkan Atas Hukeet, Ke-2 (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1986), him. 66.
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a) Di duga bahwa pencemaran nama baik pada undangwgirfdanomor 11
tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektr@dalah perbuatan
dilarang oleh syari’at Islam sehingga dapat dikanadanksi bagi pelakunya.

b) Di duga delik pencemaran nama baik ditinjau dakiumu Islam, hukumannya

adalah a'zir

. Metode Pendlitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan athtary Reaserchyaitu
penelitian dengan mengkaji dan menelaah sumberaurdb antaranya: al-
Qur'an, Hadis, Kitab Undang-undang Hukum Pidana KR, Kitab Undang-
undang hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undantatey Informasi dan
Transaksi Elektronik, buku-buku serta pendapatpataypernyataan pakar hukum
terkait delik pencemaran nama baik.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitpenelitian ini memberikan
gambaran secara utuh, kongkrit, jelas terhadapkppkomasalahan dalam skripsi
ini, keamudian membandingkan hasil deskripsi yadgmht antara hukum Islam
dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Hleikr Selanjutnya
dilakukan analisis secara cermat untuk mengetatui ljelas pandangan hukum

islam terhadap obyek penelitian ini.

" Noeng MuhajirMetode Penelitian Kualitati{;Yogyakarta, Rake Sarasih, 1996) him.159
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3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatamatié atau yuridis,
yaitu mengacu pada pernyataan-pernyataan ataugentkan-ketentuan dalam
hukum Islam yang bersumber pada ayat-ayat al-Quiaanteks-teks as-Sunnah,
dan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektroni
4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam teknik pengumpulan data menggunakagi pustaka atau
Litiratur, sebab jenis penelitian ini adalah penelitian gkest Yakni menyelami
karya-karya yang relevan dengan topik yang penyusliti. Dalam hal ini
penyusun menjadikan al-Qur'an dan hadis sebagadbsuprimer. Adapun karya-
karya lain yang mendukung penulisan skripsi iniydsnjadikan sumber sumber
skunder.
5. Analisa Data

Sebagai cara untuk memperoleh kesimpulan yang rakanpjawaban dari
pertanyaan yang telah dirumuskan, maka analisia gahg digunakan oleh
penyusun adalah metode Induktif dan Deduktif. Metbaluktif yaitu mengambil
kesimpulan bersifat umum dari awal pembahasan pengjfat khusus. Metode
Deduktif yakni mengemukakan teori-teori, dalil-tlalan kaidah-kaidah yang
bersifat umum kemudian diakhiri dengan menarik rkesilan yang bersifat

khusus'®

'8 Sutrisno HadiMetodologi Researcfogyakarta: Andi, 2000) him.76.
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H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan pada bab pertama pakdahuluan berisi
latar belakang masalah dari pokok bahasan sknagini penelitian mengenai
pencemaran nama baik, dari latar belakang terskpat ditarik pokok masalah.
Dijelaskan juga tujuan dan kegunaan yakni menca&nfang untuk memastikan
manfaat hasil dari penelitian ini. Landasan teamg memuat antara lain telaah
pustaka yakni menelaah karya-karya ilmiah (bukudbugkripsi, tesis) yang
berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya memeatang kerangka teoritik
yakni sebagai acuan dasar yang ditempuh dalamssknp Kemudian bab ini
juga memuat hipotesis yakni dugaan awal penelitiaidap penelitian ini metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Menginjak pada bab kedua. menggambarkan tentajgumirhukum Islam
terhadap pencemaran nama baik.

Pada bab ketiga berisikan tentang Undang-UndangoNdih tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, asas tlguan, dan membahas
tentang pencemaran nama baik dalam pasal 27 aydtiBformasi dan Transaksi
ELektronik, serta menguraikan ketentuan pidananya.

Pada bab keempat memuat deskripsi dan analisiadi@phdata-data yang
diperoleh di atas, yakni analisis hukum Islam tddpapencemaran nama baik
pada Undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentaiogniasi dan Transaksi
Eletronik. Antara lain memuat tentang analisismsfipencemaran nama baik dan

analisis sanksi pidana pencemaran nama baik.



Kemudian pada bab kelima merupakan penutup, mekpsimpulan dari

penelitian dan memuat juga saran-saran dari pemeiiti.

16



BABV
PENUTUP

Setelah penulis uraikan permasalahan secara pamgdoay mengenai
Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencemaran Nama pgaila Undang-Undang
RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Trasisalektronik, baik yang
berkaitan dengan pembahasan tentang kriteria mepgagngertian, pembuktian,
delik atau tindak pidana, dan sanksi atau hukumdanp, dan pelaksanaannya
maupun pengaturan-pengaturannya menurut hukum ,Istaaka dalam bab
penutup ini penulis akan mengutarakan kesimpulam sran-saran sebagai

berikut:

A. Kesimpulan
Sebagai jawaban dari pokok masalah yang sudahtulem di atas
penyusun menyimpulkan bahwa:

1. Pencemaran nama baik menurut syari'at Islam dan akgindang
Informasi dan Transaksi Elektronik sama-sama metpieras perbuatan
tersebut sebab perbuatan tersebut tidak sesuaanlenggad as-syarah.
Dikatakan bahwa Islam sangat mendukung adanya kehehberekspresi,
namun tetap pada jalur yang sudah ditetapkan da@uian Hadis. Bukan
kebebasan yang kebablasan. Serta mengedepankaasasaksemanusian,
sehingga terjaminya harkat dan martabat manusia.

2. Mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pencemanaa baik dalam
hukum islam dan Undang-undang Informasi dan Trasidalektronik sama-

sama telah diatur mengenai sanksinya. Akan tetd@iperbedaan sanksi

80
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terhadap pencemaran nama baik dalam UU ITE deng&onh islam.
Dalam UU ITE hanya mendapatkan hukuman pokok yaituman penjara
maksimal 6 tahun serta denda maksimal 1 milyaralupsedangkan dalam
hukum islam pelaku pencemaran nama baik dapat alleen hukuman
pokok yaitu penjara seumur hidup atau hukuman rsatta diberi sanksi
moral yakni tidak diterimanya kesaksiannya seumdup Maka sanksi
pencemaran nama baik dalam UU ITE tidak sesuaiatehgkum islam.
B. Saran-saran
Untuk penelitian selanjutnya, terhadap para praktikum, khususnya
dan pemerhati perkembangan hukum Islam serta adeddbndaan masyarakat
pada saat sekarang ini, maka ada beberapa sambigardikemukakan, yaitu:

1. Untuk menyempurnakan penelitian ini, maka dipenulsudi lanjutan
semisal membuat alat ukur yang disepakati untuk genaluasi dan
menilai pencemaran nama baik dalam pemidanaan &hyspada tindak
pidana pencemaran nama baik yang konsisten damisgsngan tujuan
pemidanaan dalam hukum Islam. Hal ini sangat pgntimtuk meredam
pro-kontra yang terjadi di masyarakat.

2. Kebijakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik uatandak pidana
Pencemaran nama baik dalam bentuk hukum pidanandiinésia dan
hukum Islam sudah merupakan keharusan menginggtalanmegatif yang
ditimbulkannya sudah sangat memprihatinkan. Namuandaknya
penggunaan dan pelaksanaan UU Informasi dan Trsindgkktronik

dilakukan secara konfrehensif dan bekerjasama afiaaembaga yang
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mengaturnya, sehingga tercapai masyarakat yang apurarkat dan

martabatnya serta kehormatan terjaga dari fithahala sebagainya.
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Menimbang :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang

berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap
berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;

. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia

sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga
mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai
pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat
nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat
dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh
lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;

. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi

yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan
kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara
langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk
perbuatan hukum baru;

. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi

harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan
memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi
kepentingan nasional,;

. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting

dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian
nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan
Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan
pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi
dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya
dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya
masyarakat Indonesia;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf
f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik;

Mengingat :. . .
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Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan:

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,
suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data
interchange (EDI, surat elektronik (electronic mail),
telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah
yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang
mampu memahaminya.

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang
dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan
Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,
mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan
informasi.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik
yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau
disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,
optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,
dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem
Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,
suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya,
huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi
yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh
orang yang mampu memahaminya.

5. Sistem . . .
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Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan
prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau
menyebarkan Informasi Elektronik.

Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan
Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan
Usaha, dan/atau masyarakat.

Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua
Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup
ataupun terbuka.

Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem
Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan
terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara
otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang Dbersifat
elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan
identitas yang menunjukkan status subjek hukum para
pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum
yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang
memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen
yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan
diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit
dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi
Elektronik.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri
atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau
terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan
sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan
atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik,
magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi
logika, aritmatika, dan penyimpanan.

Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem
Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya
atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk
dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik
lainnya.

17. Kontrak . . .
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17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang
dibuat melalui Sistem Elektronik.

18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.

20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara
negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang
dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet,
yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik
untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara
Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau
perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum
maupun yang tidak berbadan hukum.

23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang
ditunjuk oleh Presiden.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang
melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum
Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang
memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau
di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan
Indonesia.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat,
kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi
atau netral teknologi.

Pasal 4 . ..
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Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
dilaksanakan dengan tujuan untuk:

a.

b.

mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari
masyarakat informasi dunia;

mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang

untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang
penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal
mungkin dan bertanggung jawab; dan

memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi
pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

BAB III

INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 5

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang
sah.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai
dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang ini.

Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku untuk:

a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat
dalam bentuk tertulis; dan

b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-
Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau
akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6. ..
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Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam
Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi
harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang
informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses,
ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat
dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pasal 7

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang
telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus
memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik
yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 8

(1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang
benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang
ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki
Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.

(2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah
kendali Penerima yang berhak.

(3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem
Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik,
penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen  Elektronik memasuki  Sistem
Elektronik yang ditunjuk.

(4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang
digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:

a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem
informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;

b. waktu . ..
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b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem
informasi terakhir yang berada di bawah kendali
Penerima.

Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem
Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan
benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk
yang ditawarkan.

Pasal 10

(1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi
Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi
Keandalan.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi
Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

(1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan
akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a.

b.

data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait
hanya kepada Penanda Tangan;

data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat
proses penandatanganan elektronik hanya berada
dalam kuasa Penanda Tangan;

segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik
yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat
diketahui;

segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang
terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut
setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

terdapat cara tertentu yang dipakai untuk
mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan
terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa
Penanda Tangan telah memberikan persetujuan
terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

(2) Ketentuan . . .
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Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik
berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan
Elektronik yang digunakannya.

Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak
berhak;

b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-
hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak
sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan

Elektronik;
c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda,
menggunakan cara yang dianjurkan oleh

penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara
lain yang layak dan sepatutnya harus segera
memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda
Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik
atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan
Elektronik jika:

1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data
pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah
dibobol; atau

2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan
dapat menimbulkan risiko yang  berarti,
kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan
Tanda Tangan Elektronik; dan

d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk
mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda
Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan
semua informasi yang terkait dengan Sertifikat
Elektronik tersebut.

Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab
atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

BABIV. ..
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BAB IV
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
Pasal 13

(1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara
Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan
Elektronik.

(2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan
keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan
pemiliknya.

(3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.

(4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan
hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

(5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi
di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus
menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada
setiap pengguna jasa, yang meliputi:

a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda
Tangan;

b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri
pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan

c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan
keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.

Bagian Kedua . . .
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Bagian Kedua

Penyelenggaraan Sistem Elektronik
Pasal 15

Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus
menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan
aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya
Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.

Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab
terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan
memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna
Sistem Elektronik.

Pasal 16

Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang
tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib
mengoperasikan  Sistem Elektronik yang memenuhi
persyaratan minimum sebagai berikut:

a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai
dengan masa retensi yang ditetapkan dengan
Peraturan Perundang-undangan;

b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan,
kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik
dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;

c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau
petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik
tersebut;

d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang
diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol
yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan
dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
dan

e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk
menjaga kebaruan, kejelasan, dan
kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

BABV ...



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

-11-
BAB V
TRANSAKSI ELEKTRONIK
Pasal 17

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan
dalam lingkup publik ataupun privat.

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik
dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi
berlangsung.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak
Elektronik mengikat para pihak.

Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum
yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang
dibuatnya.

Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam
Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku
didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum
pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa
alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa
yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik
internasional yang dibuatnya.

Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan
kewenangan  pengadilan, arbitrase, atau lembaga
penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang
menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi
tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata
Internasional.

Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus
menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

Pasal 20 . ..
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Pasal 20

Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi
Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang
dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.

Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan
dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pasal 21

Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi
Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya,
atau melalui Agen Elektronik.

Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum
dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam
pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung
jawab para pihak yang bertransaksi;

b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat
hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik
menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau

c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat
hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik
menjadi tanggung jawab  penyelenggara  Agen
Elektronik.

Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal
beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga
secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat
hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen
Elektronik.

Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal
beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak
pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi
tanggung jawab pengguna jasa layanan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan
memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna
Sistem Elektronik.

Pasal 22 . ..
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Pasal 22

Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan
fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang
memungkinkan penggunanya melakukan perubahan
informasi yang masih dalam proses transaksi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen
Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI
Pasal 23

Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha,
dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain
berdasarkan prinsip pendaftar pertama.

Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad
baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara
sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.

Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau
masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama
Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak
mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

Pasal 24

Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau
masyarakat.

Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain
oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih
sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.

Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah
Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui
keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25 . ..
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Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya
intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak
Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-
undangan, penggunaan setiap informasi melalui media
elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus
dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas
kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang
ini.

BAB VII
PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar
kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan
dan/atau pengancaman.

Pasal 28 . ..
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Pasal 28

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan
kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa
kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok
masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras,
dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi
ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan
secara pribadi.

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 30

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik
milik Orang lain dengan cara apa pun.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik
dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik
dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos,
melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam
suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik
Orang lain.

(2) Setiap . ..



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

-16 -

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak
bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer
dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik
yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang
menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau
penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka
penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan,
dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan
berdasarkan undang-undang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah,
mengurangi, melakukan transmisi, merusak,
menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik
Orang lain atau milik publik.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum dengan cara apa pun memindahkan atau
mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak
berhak.

Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat
rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan
keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat
terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan
Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34 ...



-17 -
Pasal 34

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk
digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan,
atau memiliki:

a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang
dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk
memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;

b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis
dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik
menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
sampai dengan Pasal 33.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan
tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan
penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk
perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan
tidak melawan hukum.

Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan,
penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah
data yang otentik.

Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian
bagi Orang lain.

Pasal 37
Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang
dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan

Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik
yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

BAB VIII . ..
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BAB VIII
PENY ELESAIAN SENGKETA

Pasal 38

Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak
yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau
menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan
kerugian.

Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan
terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik
dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat
merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 39

Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan
sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian
sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 40

Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi
dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis
gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi
Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu
ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang
memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang

elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data
tertentu untuk kepentingan pengamanan data.

() Instansi . ..
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(6)

(1)

(2)

(3)
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Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3)
membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang
elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data
yang dimilikinya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan
Teknologi Informasi melalui penggunaan dan
Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik dan  Transaksi
Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat.

Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan
dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-
Undang ini.

(1)

Pasal 43

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi
wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik.

(2) Penyidikan . ..



(2)

(3)

(4)

(9)
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Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi,
kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data,
atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem
elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus
dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.

Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib
menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan
Undang-Undang ini;

b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk
didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau
saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana
di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;

c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan  berkenaan dengan tindak  pidana
berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau
Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak
pidana berdasarkan Undang-Undang ini;

e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana
yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi
yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana
berdasarkan Undang-Undang ini;

f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu
yang diduga digunakan sebagai tempat untuk
melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan
Undang-Undang ini;

g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan
atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga
digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

h. meminta . . .



(6)

(7)

(8)
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h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam
penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan
Undang-Undang ini; dan/atau

i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana
berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan
ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan,
penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan
ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali
dua puluh empat jam.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut
umum.

Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi
Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat
berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi
informasi dan alat bukti.

Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang
pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah
sebagai berikut:

a.

b.

(1)

alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Perundang-undangan; dan

alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3).

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau
ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda  paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap . . .



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 46

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta
rupiah).

Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(1)

Pasal 48

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap . . .



-23-

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 52

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi
seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga
dari pidana pokok.

(2) Dalam . . .
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(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer
dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau
yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan
pidana pokok ditambah sepertiga.

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer
dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau
badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga
pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga
internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana
maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal
ditambah dua pertiga.

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi
dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan
Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan
dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap
berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

(1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

(2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama
2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.

Agar. . .



-25-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58



L.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

UMUM

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah
baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan
hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan
perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung
demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua
karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan,
kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif
perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum
siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law, secara
internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum
telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum
telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang
juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of information
technology), hukum dunia maya (virtual world law), dan hukum mayantara.
Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui
jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal
maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis
sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat
secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika
terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi
secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait
dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti
luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak
komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem
komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah
sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema,
ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat
dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk
melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus,
termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem . . .



-2-

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem
informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis
jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang,
memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau
menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan
manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi
informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan
karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan
peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan
fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang
mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber
daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya
mencakup fungsi input, process, output, storage, dan communication.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama
memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan
kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik
sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi
sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara,
yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi
baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah
melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui
pembelanjaan di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor
yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum
terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif,
melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan,
dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan
demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan
rumit.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena
transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik
(electronic commerce) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan
internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang
teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus
tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru
di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber
(cyber space), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai
tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada
ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum
konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak
kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam
ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun
alat buktinya bersifat elektronik.

Dengan . ..
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Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai
Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam
kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang
kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian
hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi
agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga
pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan
aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk
mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara
elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian
hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata
untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan
oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan
hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia
baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau
badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki
akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi
Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat
bersifat lintas teritorial atau universal.

Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah
meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi
nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa,
pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara,
serta badan hukum Indonesia.

Pasal 3
“Asas kepastian hukum” berarti landasan hukum bagi pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang
mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan
hukum di dalam dan di luar pengadilan.

“Asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses
berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Asas . ..
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“Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan
harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan
kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Asas iktikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam
melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja
dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi
pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

“Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” berarti asas
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak
terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti
perkembangan pada masa yang akan datang.

Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.
Ayat 4
Huruf a
Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis
meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat
yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses
penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi
negara.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 6

Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen
yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya
informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa
saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik,
informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk
dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan
cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat
dibedakan lagi dari salinannya.

Pasal 7. ..
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Pasal 7
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alasan
timbulnya suatu hak.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” meliputi:

a. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan
kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara
maupun perantara;

b. informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat
sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang
ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Pasal 10
Ayat (1)
Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku
usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak
berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang
berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan
ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa trust mark pada
laman (home page) pelaku usaha tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa
meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik
memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada
umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan
persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda
Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-
luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik,
atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Ayat (2)
Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang

teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan
Elektronik.

Pasal 12 . ..



Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah informasi yang

minimum harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara Tanda Tangan
Elektronik.

Pasal 15

Ayat (1)
“Andal” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang
sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.
“Aman” artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan
nonfisik.
“Beroperasi sebagaimana mestinya” artinya Sistem Elektronik
memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.

Ayat (2)
“Bertanggung jawab” artinya ada subjek hukum yang bertanggung

jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik
tersebut.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Undang-Undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan
Teknologi Informasi oleh penyelenggara negara, Orang, Badan
Usaha, dan/atau masyarakat.
Pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara baik,
bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat
diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18 ...



Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak
internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal
dengan choice of law. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang
berlaku bagi kontrak tersebut.

Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan
jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya
harus sejalan dengan prinsip hukum perdata internasional (HPI).

Ayat (3)
Dalam hal tidak ada pilihan hukum, penetapan hukum yang
berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata
internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku
pada kontrak tersebut.

Ayat (4)
Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak internasional,
termasuk yang dilakukan secara elektronik, adalah forum yang
dipilih oleh para pihak. Forum tersebut dapat berbentuk
pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa
alternatif lainnya.

Ayat (5)
Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, kewenangan
forum berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata
internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal
tergugat (the basis of presence) dan efektivitas yang menekankan
pada tempat harta benda tergugat berada (principle of effectiveness).

Pasal 19
Yang dimaksud dengan “disepakati” dalam pasal ini juga mencakup
disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang
bersangkutan.

Pasal 20
Ayat (1)
Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para
pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas,
nomor identifikasi pribadi (personal identification number/PIN) atau
sandi lewat (password).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21 ...



Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dikuasakan’
sebaiknya dinyatakan dalam surat kuasa.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

)

dalam ketentuan ini

Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “fitur” adalah fasilitas yang memberikan
kesempatan kepada pengguna Agen Elektronik untuk melakukan
perubahan atas informasi yang disampaikannya, misalnya fasilitas
pembatalan (cancel), edit, dan konfirmasi ulang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara,
Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya
didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (first come first serve).

Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama
Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak
diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam
pendaftaran merek dan paten.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “melanggar hak Orang lain”, misalnya
melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama
Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan
Orang lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penggunaan Nama Domain secara tanpa
hak” adalah pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang
semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat
Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan
keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk
mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama,
atau untuk menyesatkan konsumen.

Pasal 24 . ..



Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan
didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia
dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-
Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 26
Ayat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi

merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak

pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan
pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.

b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi
dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.

c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi
tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud
pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:

a. melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau
sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa
pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau

b. sengaja . . .
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b. sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat
atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di
lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Ayat (3)
Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses
Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan
berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta
tingkatan kewenangan yang ditentukan.

Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah
kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan,
mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat
publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun
jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio
frekuensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kegiatan penelitian” adalah penelitian yang
dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37 ...
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Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “lembaga yang dibentuk oleh masyarakat”
merupakan lembaga yang bergerak di bidang teknologi informasi
dan transaksi elektronik.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Hurufd ...



Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan

-12 -

«© ahli”

adalah

seseorang yang

memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang
dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun

praktis mengenai pengetahuannya tersebut.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51 ...
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Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan
melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh
korporasi (corporate crime) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf
yang memiliki kapasitas untuk:

a. mewakili korporasi;
b. mengambil keputusan dalam korporasi;
C. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
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